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PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63

TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI
,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana alam dan angin
puting beliung pada SDN Telajung 04 maka diperlukan
perbaikan/rehab SDN Telajung 04 serta kejadian kebakaran
pasar Bojong/Kedunggede, maka diperlukan pembangunan
penampungan sementara pasar Bojong/Kedunggede agar
aktivitas operasional pasar dapat berjalan dengan lancar,

untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut,
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak

terduga kepada anggaran belanja kegiatan pada Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang, sehingga Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2025, perlu dilakukan Perubahan Kctiga;

b
. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bekasi tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

6
. Undang-Undang Nomor 1> Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7
. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran

Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
8

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

9
.
 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,

Perubahan Alokasi
, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan
Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun
2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan
Tahun 2025-2030;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang



Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
2025 semula sebesar Rp8.471.083.818.174,00 bertambah sebesar

Rp246.217.833.453,00 sehingga menjadi Rp8.717.301.651.627,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1
. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp7.636.264.014.774,00
b

. Bertambah/(berkurang) Rp246.2 17.833.453,00

Jumlah pendapatan
daerah setelah

pergeseran Rp7.882.481.848.227,00

2
. Belanja Daerah

a.
 Semula

b
. Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja daerah
setelah pergeseran

Surplus/(Defisit)

3
. Pembiayaan Daerah :

a
. Penerimaan Pembiayaan

Semula

Bertambah/ (berkurang)

Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
pergeseran

b
. Pengeluaran pembiayaan
Semula

Bertambah / (berkurang)

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
pergeseran

Pembiayaan Neto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun Berkenaan

Rp8.471.083.818.174,00
Rp246.2 17.833.453,00

Rp8.717.301.651.627,00

Rp(S34.819.803.400,00)

Rp834.819.803.400,00
Rp0,00

Rp834.819.803.400,00

Rp0,00
Rp0,00

Rp0,00

Rp834.819.803.400,00

Rp0,00

2
. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus di baca
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024
Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2024 Nomor 10)

31. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2023 tentang

Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor

56);

32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024
Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025
Nomor 6) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 63
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 63 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 63) diubah sebagai
berikut :

1
. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :
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Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tansgÿT *) : 5 Juni 2025

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Juni 2025

BUPATI BEKASI

ADE KUSWARA KUNANG

SEÿETORfS DAERAH KABUPATEN BEKASI, ft-

IEDY SUPRIYADf
,

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 10
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